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ABSTRAK 

Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta merupakan proyek strategis 

Pemerintah Provinsi Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

transportasi publik dan mengurangi kemacetan di wilayah perkotaan. Pembangunan 
LRT Jakarta dilaksanakan dengan memanfaatkan badan jalan, median jalan, serta 

aset tanah milik Pemerintah Provinsi Jakarta, dan juga melalui pengadaan tanah 
untuk pembangunan fasilitas pendukung seperti depo. Pelaksanaan proyek ini 

menimbulkan persoalan hukum di bidang pertanahan karena tidak seluruh tahapan 

pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme formal yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini membahas tentang 
pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan LRT Jakarta menurut Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012, Kendala hukum yang dihadapi dan pandangan Islam 

terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan LRT Jakarta. Jenis 
Penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan LRT Jakarta secara 
normatif telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, 

meskipun dalam praktiknya tidak seluruh tahapan prosedural dilaksanakan secara 

formal. Kendala yang muncul bersifat administratif dan implementatif, terutama 
berkaitan dengan penegasan status penguasaan tanah, terbatasnya mekanisme 

musyawarah, serta sinkronisasi kewenangan antar lembaga terkait. Dalam 
pandangan Islam, pelaksanaan pembangunan LRT Jakarta dapat dibenarkan karena 

ditujukan untuk kepentingan umum dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. 
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